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2.1 Perbankan Syariah 
Perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai 
Islamic Banking atau juga disebut dengan Interest Free Banking. Peristilahan 
dengan menggunakan kata Islamic tidak dapat dilepaskan dari asal-usul 
sistem perbankan syariah itu sendiri. Sebagaimana definisi perbankan syariah 
yaitu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan 
jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang 
pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam. (Muhamad, 2014 
: 2) 
Menurut (Susyanti, 2016 : 45) perbankan syariah adalah bank yang 
berasaskan pada asas kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta 
melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan 
usaha perbankan syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi islam 
dengan karakteristik, antara lain sebagai berikut: 
1. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya. 
2. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (time value of money). 
3. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas. 
4. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif. 
5. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang. 




Menurut (Yaya, 2009 dalam Mahendra, 2016 : 14-15) beberapa 
literature perbankan syariah dengan beragam skema transaksi yang dimiliki 
dalam skema non riba memiliki empat fungsi, yaitu Fungsi Manager 
investasi, Fungsi Investor, Fungsi Sosial, dan Fungsi Jasa Keuangan. 
1. Manager investasi 
Bank syariah dapat mengelolah investasi atas dana nasabah dengan 
menggunakan akad mudharabah atau sebagai agen investasi. 
2. Fungsi investor 
Dalam penyaluran dana, bank syariah berfungsi sebagai investor yang 
mana dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan 
dapat diinvestasikan. 
3. Fungsi sosial 
Bank syariah memiliki fungsi memberikan jasa pelayanan sosial dalam 
bentuk pengelola zakat, infak, sedekah, serta pinjaman dan instrumen 
qardhul hasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
4. Fungsi jasa keuangan 
Bank syariah dapat melakukan jasa-jasa layanan seperti bank non 
syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 
2.2 Pembiayaan Pada Perbankan Syariah 
2.2.1 Pengertian Pembiayaan  
Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang di persamakan 
dengan itu berupa: 





2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam 
bentuk ijarah muntahiya bittamlik 
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan 
istishna’ 
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh 
5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi 
multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank 
Syariah atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak 
yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana 
tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujroh, tanpa 
imbalan atau bagi hasil. (Muhamad, 2014 : 40-41). 
Menurut (Rifai dan Arifin, 2010 : 681) pembiayaan atau financing, 
yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk 
mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun 
lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan 
untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. 
2.2.2 Tujuan Pembiayaan Perbankan Syariah 
Menurut (Rivai dan Arifin, 2010 : 681-682) Tujuan pembiayaan 
perbankan syariah adalah untuk memenuhi stakeholder, yakni: 
1. Pemilik 
Melalui sumber pendapatan bank, para pemilik mengharapkan akan 





Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank 
yang dikelolanya. 
3. Masyarakat: 
a. Pemilik dana 
Sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang 
diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil  
b. Debitur yang bersangkutan 
Para debitur, dengan menyediakan dana baginya, mereka terbantu 
guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk 
pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif)  
c. Masyarakat umumnya-konsumen 
Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya. 
4. Pemerintah 
Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan 
pembangunan negara, disamping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak 
penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-
perusahaan) 
5. Bank  
Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, 
diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar 
dapat bertahan dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak 





2.2.3 Jenis-Jenis Pembiayaan Pada Perbankan Syariah 
Menurut (Rivai dan Arifin, 2010 : 686-689) bahwa jenis-jenis 
pembiayaan pada perbankan syariah atau bank islam akan diwujudkan dalam 
bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif. jenis aktiva produktif pada 
perbankan syariah, dialokasikan dalam bentuk pembiayaan sebagai berikut: 
1. Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil 
a. Pembiayaan Mudharabah 
Pembiayaan mudharabah adalah perjanjian antara penanam dana 
dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, 
dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak 
berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. 
b. Pembiayaan Musyarakah 
Pembiayaan musyarakah adalah perjanjian diantara pemilik dana 
atau modal untuk mencampurkan dana atau modal mereka pada 
suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara 
pemilik dana atau modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati 
2. Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli 
a. Pembiayaan Murabahah 
Pembiayaan murabahah adalah perjanjian jual-beli antara bank 
dan nasabah dimana bank syariah membeli barang yang  
diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada 
nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah 
dengan margin atau keuntungan yang disepakati antara pihak 
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bank dan nasabah. 
b. Pembiayaan Salam 
Pembiayaan salam adalah perjanjian jual-beli barang dengan cara 
pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga 
terlebih dahulu. 
c. Pembiayaan Istishna’ 
Pembiayaan istishna’ adalah perjanjian jual-beli dalam bentuk 
pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan 
tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. 
3. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa 
a. Pembiayaan Ijarah 
Pembiayaan ijarah adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang 
dalam waktu tertentu melalu pembayaran sewa. 
b. Pembiayaan Ijarah Muntahiya Biltamlik Atau Wa Iqtina 
Pembiayaan ijarah muntahiya biltamlik atau wa iqtina adalah 
perjanjian sewa menyewa suatu barang yang diakhiri dengan 
perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberikan 
sewa kepada pihak penyewa. 
4. Surat Berharga Syariah 
Surat berharga syariah adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan 
prinsip syariah yang lazim diperdagangkan dipasar uang atau pasar 
modal, antara lain wesel, obligasi syariah, sertifikat dana syariah, dan 






Penempatan adalah penanaman dana bank syariah pada bank syariah 
lainnya dalam bentuk giro, tabuangan wadiah, deposito berjangka, 
tabungan mudharabah, pembiayaan yang diberikan, dan bentuk-bentuk 
penempatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.  
6. Penyertaan Modal 
Penyertaan modal adalah penanaman dana bank syariah dalam bentuk 
saham pada perusahaan yang bergerak dibidang keuangan syariah, 
termasuk penanaman dana dalam bentuk surat hutang konversi dengan 
opsi saham atau jenis transaksi tertentu berdasarkan prinsip syariah 
yang berakibat bank syariah memiliki atau akan memiliki saham pada 
perusahaan yang bergerak dibidang keuangan syariah. 
7. Penyertaan Modal Sementara 
Penyertaan modal sementara adalah penyertaan modal bank syariah 
dalam persahaan untuk mengatasai kegagalan pembiayaan atau piutang 
(debt to equity swap) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan bank 
Indonesia yang berlaku, termasuk dalam surat hutang konvensi 
(convertible bonds) dengan opsi saham (equity options) atau jenis 
transaksi tertentu yang berakibat bank syariah memiliki saham pada 
perusahaan nasabah. 
8. Transaksi Rekening Administratif 
Transaksi rekening administratif adalah komitmen dan kontijensi (Off 
Balance Sheet) berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas bank 
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garansi, akseptasi atau endosemen, irevocable letter of credit, dan 
garansi lain berdasarkan prisip syariah. 
9. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) 
SWBI adalah sertifikat yang diterbitkan bank Indonesia sebagai bukti 
penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip wadiah. 
Adapun jenis aktiva produktif pada perbankan syariah adalah berbentuk 
pinjaman, yang disebut dengan pinjaman qardh. Pinjaman qardh adalah 
penyedian dana atau tagihan antara bank syariah dengan pihak peminjam 
yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau 
secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.  
2.3 Pembiayaan Murabahah 
2.3.1 Pengetian Murabahah 
Murabahah adalah istilah dalam fiqih islam yang berarti suatu bentuk 
jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi 
harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh 
barang tersebut, dan tingkat keuntungan yang dikeluarkan untuk memperoleh 
barang tersebut, dan tingkat keuntungan yang diinginkan. (Ascarya, 2008 : 
81). 
Menurut (Purnamasari dan Suswinarno, 2011 : 38) murabahah adalah 
pembiayaan dengan menggunkan transaksi jual beli biasa. Dalam skema 
murabahah, bank membeli barang dari produsen, kemudian menjualnya 
kembali kepada nasabah ditambahkan dengan keuntungan yang disepakati 





Menurut (Usmani, 1999 dalam ascarya, 2008 : 85-87) bahwa ciri-ciri 
atau elemen pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut:  
1. Pembiayaan murabahah bukan pinjaman yang diberikan dengan bunga. 
2. Pembiayaan murabahah adalah jual beli komoditas dengan harga 
tangguh yang termasuk margin keuntungan diatas biaya perolehan yang 
disetujui bersama. 
3. Sebagai bentuk jual beli, dan bukan bentuk pinjaman, pembiayaan 
murabahah harus memenuhi semua syarat-syarat yang diperlukan untuk 
jual beli yang sah,  syarat-syarat tersebut adalah: 
a. Barang yang diperjualbelikan harus ada pada saat transaksi 
dilakukan. 
b. Barang yang akan diperjualbelikan harus merupkan milik penjual. 
c. Barang yang akan diperjualbelikan harus berada dalam kekuasaan 
konstruktif dari penjual. 
d. Jual beli harus langsung dan mutlak 
Objek yang diperjualbelikan harus merupakan barang yang 
memiliki nilai. 
e. Objek yang diperjualbelikan harus merupakan barang yang halal 
f. Objek yang diperdagangkan harus dapat di ketahui dan 
diidentifikasi secara spesifik oleh pembeli. 
g. Penyerahan barang kepada pembeli harus tertentu dan tidak 
bergantung pada suatu syarat atau kemungkinan. 
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h. Kepastian harga barang merupakan syarat yang diperlukan agar 
jual beli sah. 
i. Jual beli harus tanpa syarat, kecuali syarat tersebut dikenal 
sebagai bagian dari transaksi sesuai dengan penggunaannya dalam 
perdagangan. 
4. Murabahah tidak dapat digunakan sebagai bentuk pembiayaan, kecuali 
ketika nasabah memerlukan dana untuk membeli suatu komoditas atau 
barang 
5. Pemberian pembiayaan harus telah memiliki komoditas atau barang 
sebelum dijual kepada nasabahnya 
6. Komoditas atau barang harus sudah dalam penguasaan pemberi 
pembiayaan secara fisisk atau konstruktif. 
7. Jual beli tidak dapat berlangsung kecuali komoditas atau barang telah 
dikuasai oleh penjual 
8. Syarat sah lainnya yang harus dipenuhi dalam murabahah adalah 
komoditas atau barang dibeli dari pihak ketiga.  
2.3.2 Sumber Hukum Murabahah 
1 Al-Qur’an (Abu Bakar, 2012) 
a. An-Nisa : 29 
 ْنَغ ًةَرا َِتِ َنوَُكت ْنَأ ذلَ
ّ
ا ِلِطاَْبمِبِ َُْكُنَْيب َُْكُماَوْمَأ اوُُِكَُأت َلَ اُونَٓمأ َني ِ ذلَّا اَ هيَُّأ َيَ







Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan 
jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di 
antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu 
sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu” (QS An-nisa : 29). 
Dari penjelasan QS An-nisa: 29 diatas dapat disimpulkan bahwa 
ayat ini menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus 
kepada transaksi perdagangan, bisnis jual beli. Dalam ayat ini 
Allah mengharamkan orang yang beriman untuk memakan, 
memanfaatkan, dan menggunakan harta orang lain dengan jalan 
yang tidak dibenarkan oleh syariat islam. Kita boleh melakukan 
transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan 
dengan asas saling ridha, saling ikhlas. Dan dalam ayat ini Allah 
juga melarang untuk bunuh diri, baik membunuh diri sendiri 
maupun saling membunuh. Allah menerangkan semua ini, 
sebagai wujud dari kasih sayangnya, karena Allah itu maha kasih 
sayang kepada umatnya. 
b. Al-Baqarah : 275 
 ِّسَْممَانِم ُناَطْي ذ شما ُوُطذبَخََتي ي ِ ذلَّا ُموَُقي ََكَم ذلَ
ّ
ا َنوُموَُقي َلَ َبِ ِّرما َنوُُِكَُأي َني ِ ذلَّا
 ُهءاَج نََمف َبِ ِّرماَم ذرَحَو َعْيَْبما ُّللَّا ذلَحَأَو َبِ ِّرما ُْلثِم ُعْيَْبما اَمذ ه
ّ
ا ْاُومَاق ْمُ ذَنَّأِب َِلَِذ
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 ِّ ب ذر ن ِّم ٌةَظِغْوَم ُبا َْصَْأ َِكئَـمُْوَأف َدَاػ ْنَمَو ِّللَّا َلَ
ّ
ا ُهُرْمَأَو ََفلَس اَم ََُلَف  ََىَتَنَاف ِو
 َنو ُِلِاَخ َايهِف ُْهُ ِراذنما 
Artinya:  “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak 
dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang 
kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. 
Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan 
mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya “jual 
beli itu sama dengan riba! padahal Allah telah 
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 
Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan 
dari Tuhannya! lalu terus berhenti (dari mengambil 
riba)!, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu 
(sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) 
kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba)!, 
maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; 
mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah : 275) 
Dari penjelasan QS Al-Baqarah : 275 diatas dapat disimpulkan 
bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 
riba. Orang-orang yang telah membolehkan riba dapat ditafsirkan 
sebagai pembantah hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh 
Allah. Riba yang dahulu telah dimakan sebelum turunnya firman 
Allah ini apabila pelakunya bertobat, tidak ada kewajiban untuk 
mengembalikannya dan dimaafkan oleh Allah. Sedangakn bagi 
siapa saja yang kembali lagi kepada riba setelah menerima 





kekal didalamnya. Jadi dalam islam dalam melakukan transaksi 
jual beli menurut syariat islam maka harus menghindari dari riba.  
1. Al-Hadist 
“Dari Abu Sa’id Al-Khudribahwa Rasullullah saw bersabda 
sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. (HR. 
Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan Shahih menurut Ibnu Hibban)” 
Dari hadist diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa hadist 
tersebut memberikan persyaratan bahwa akad jual beli 
murabahah harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-
masing pihak ketika melakukan transaksi. Segala ketentuuan yang 
terdapat dalam jual beli murabahah, seperti penentuan harga jual 
margin yang diinginkan, mekanisme pembayaran dan lainnya 
harus terdapat persetujuan dan kerelaan antara pihak nasabah dan 
bank, tidak bisa ditentukan secara sepihak. 
“Rasullulah SAW bersabda “Ada tiga hal yang mengandung 
keberkahan: jual beli secara tangguh, muqoradhah 
(mudharabah) dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk 
keperluan rumah  tangga bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah 
dari Shuhaib)" 
Dari hadis diatas dapat disimpulkan bahwa dapat dilakukan secara 
tempo, begitu juga dengan pembiayaan murabahah yang 
dilakukan secara tempo, dalam arti nasabah diberi tenggang 
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waktu untuk melakukan pelunasan atas harga komoditas sesuai 
kesepakatan. 
2.3.3 Rukun dan Ketentuan Murabahah 
Menurut (Nurhayati dan Wasilah, 2011 : 173-175) rukun dan ketentuan 
murabahah, yaitu: 
1. Pelaku, pelaku cakap hukum dan baligh (berakal dan dapat 
membedakan), sehingga jual beli dengan orang gila menjadi tidak sah 
sedangkan jual beli dengan anak kecil dianggap sah, apabila seizin 
walinya. 
2. Objek jual beli, harus meliputi: 
a. Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal 
b. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya 
atau memiliki nilai, dan bukan merupakan barang-barang yang 
dilarang diperjualbelikan, misalnya: jual beli barang yang 
kedaluarsa. 
c. Barang tersebut dimiliki oleh penjual 
d. Barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung dengan 
kejadian tertentu dimasa depan 
e. Barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat 
diidentifikasikan oleh pembeli sehingga tidak ada gharar (ketidak 
pastian) 






g. Harga barang tersebut jelas maksudnya harga barang yang 
diperjualbelikan diketahui oleh penjual dan pembeli. 
h. Barang yang diakadkan ada di tangan penjual  
3. Ijab kabul, pernyataan dan ekspresi saling rela di antara pihak-pihak 
pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui 
korespondensi atau menggunakan cara-cara modern. 
2.3.4 Jeni-Jenis Murabahah 
Jenis-jenis murabahah menurut (Wiroso, 2005:37 dalam Mahendra, 
2016 : 28-29) murabahah dibedakan menjadi 2, yaitu: 
1. Murabahah Tanpa Pesanan, maksudnya, ada yang pesan atau tidak, ada 
yang beli atau tidak, bank syariah menyediakan barang dagangannya, 
penyedia barang tidak terpengaruh terkait langsung dengan ada 
tidaknya pembeli. 
2. Murabahah Berdasarkan Pesanan, maksudnya, bank syariah baru akan 
melakukan transaksi atau jual beli apabila ada nasabah yang memesan 
barang sehingga penyedia barang baru dilakukan jika ada pesanan. 
Murabahah berdasarkan pesanan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu: 
a. Bersifat mengikat, yaitu apabila telah dipesan maka harus dibeli. 
b. Bersifat tidak mengikat, yaitu walaupun nasabah telah memesan 
barang, tetapi nasabah tidak terikat, nasabah dapat menerima atau 





2.3.5 Alur Transaksi Murabahah 
Gambar 2.1 
Alur Transaksi Murabahah (Yaya, 2009:185, dalam Mahendra, 
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Dari gambar transaksi murabahah diatas dapat dilihat alur sebagai 
berikut: 
1. Pertama, dimulai dari pengajuan pembelian barang oleh nasabah. Pada 
saat itu, nasabah menegosiasi harga barang, margin, jangka waktu 
pembayaran, dan besar angsuran perbulan. 
2. Kedua, bank sebagai penjual selanjutnya mempelajari kemampuan 
nasabah dalam membayar piutang murabahah. Apabila rencana 
pembelian barang tersebut disepakati oleh kedua belah pihak, maka 
dibuatlah akad murabahah. Isi akad murabahah setidaknya mencakup 














3. Ketiga, setelah akad disepakati pada murabahah dengan pesanan, bank 
selanjutnya melakukan pembelian barang kepada pemasok. Akan tetap, 
pada murabahah tanpa pesanan bank dapat langsung menyerahkan 
barang kepada nasabah karena telah memilikinya terlebih dahulu. 
Pembelian barang kepada pemasok dalam murabahah dengan pesanan 
dapat diwakilkan kepada nasabah atas nama bank. Dokumen pembelian 
barang terebut diserahkan oleh pemasok kepada bank. 
4. Keempat, barang yang diinginkan oleh pembeli selanjutnya diantar oleh 
pemasok kepada nasabah pembeli. 
5. Kelima, Setelah menerima barang, nasabah pembeli selanjutnya 
membayar kepada bank. Pembayaran kepada bank biasanya dilakukan 
dengan cara mencicil sejumlah uang tertentu selama jangka waktu yang 
disepakati.  
2.3.6 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Murabahah 
Menurut (Muhammad, 2004 dalam Umi, 2016 : 20) bahwa faktor-faktor 
yang mempengaruhi pembiayaan murabahah secara umum di kelompokan 
menjadi lingkungan umum dan lingkungan khusus. Faktor lingkungan umum 
yang mempengaruhi kenerja perbankan syariah atara lain kondisi politik, 
hukum, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat, teknologi, kondisi 
lingkungan alamiah, dan keamanan lingkungan atau negara. Faktor 
lingkungan khusus yang berpengaruh antara lain adalah pelanggan atau 




Beberapa variabel mempunyai hubungan dengan besar kecilnya jumlah 
pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah. Variabel yang akan 
diteliti, yaitu: Return On Capital Employed (ROCE), Capital Adequacy Ratio 
(CAR), Non Performing Financing (NPF), dan Financing to Deposit Ratio 
(FDR). 
1. Return On Capital Employed (ROCE) 
Return On Capital Employed (ROCE) adalah rasio yang 
menunjukan efesiensi dan profitabilitas dari investasi modal 
perusahaan. Dengan kata lain, ROCE merupakan indikator seberapa 
baiknya perusahaan dalam memanfaatkan modal untuk menghasilkan 
pendapatan. ROCE biasanya harus lebih tinggi daripada tingkat 
pinjaman perusahaan, jika tidak, maka setiap peningkatan pinjaman 
akan mengurangi laba pemeganga saham. ROCE dapat dirumuskan 
sebagai berikut (Richard D. Irwin, 1982 : 67 dalam Herlina, 2013 : 14) 
 
      
                            
                             
 
 
2. Capital Adequacy Ratio (CAR) 
(Dendawijaya, 2005: 121 dalam Kusnianingrum, 2016 : 6) 
Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan 
seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, 
penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari 
dana modal sendiri. bank disamping memperoleh dana dari sumber-





lain-lain. Dengan kata lain, capital adequacy ratio adalah rasio kinerja 
bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk 
menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, 
misalnya pembiayaan yang diberikan. Berikut rumus untuk menghitung 
Capital Adequacy Ratio (CAR) 
 
     
          
                               
       
 
 
3. Non Performing Financing (NPF) 
Sebagai indikator yang menunjukkan kerugian akibat risiko 
pembiayaan adalah tercermin dari besarnya Non Perfoming Financing 
(NPF).Non Performing Financing (NPF) adalah rasio antara 
pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan 
oleh bank syariah. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh 
Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan 
kurang lancar, diragukan dan macet. (Kusnianingrum, 2016 : 5) 
Rasio Non Performing Financing (NPF) atau rasio kredit 
bermasalah menunjukan kemampuan manajemen bank dalam 
mengelolah kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Rasio ini 
semakin tinggi maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang 
menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar maka 
kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. 
Kredit dalam hal ini adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga 
termasuk kredit kepada bank lain. (Pratami, 2011) 
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Salah satu cara untuk mengontrol dan menghindari terjadinya 
kredit macet dengan cara menjaga posisi risiko faktor selalu berada 
diposisi yang aman. Faktor risiko adalah komponen dalam penentuan 
lending rate yang sangat mempertimbangkan kemungkinan terjadinya 
kredit bermasalah termasuk kredit macet. NPF dapat dirumuskan 
sebagai berikut (Fahmi, 2014 : 87).  
     
                     
                
        
 
4. Financing to Deposit Ratio (FDR) 
Financing to deposit ratio (FDR) adalah seberapa besar dana 
pihak ketiga bank syariah dilepaskan untuk pembiayaan. FDR 
merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank 
atau mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka 
pendeknya dan permohonan kredit atau pembiayaan dengan cepat 
(Yanis, 2015) 
Financing to Deposit Ratio (FDR) tersebut menyatakan seberapa 
jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang 
dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai 
sumber likuiditasnya. Suatu bank dikatakan likuid apabila bank yang 
bersangkutan dapat memenuhi kewajiban utang-utangnya, dapat 
membayar kembali semua deposannya, serta dapat memenuhi semua 





(Rimadhani, 2011). FDR dapat dirumuskan sebagai berikut (Yanis, 
2015) 
 
     
                
                       
        
2.4 Penelitian Terdahulu 
Menurut hasil penelitian Devi Kusnianingrum (2016) yang berjudul 
Determinan Pembiayaan Murabahah (Studi Pada Bank Syariah Mandiri). 
Variabel independen pada penelitian ini adalah Non Performing Financing 
(NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan 
Capital Adequacy Ratio (CAR) dan variabel dependennya, yaitu pembiayaan 
murabahah. Hasil dalam penelitian ini menunjukan dimana secara simultan 
variabel independen yang terdiri dari NPF, FDR, DPK, dan CAR berpengaruh 
signifikan terhadap pembiayaan murabahah.Sedangkan secara parsial DPK, 
FDR, dan CAR berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah, dan 
NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah. 
Penelitian Ahmad Samhan Yanis (2015) tentang Faktor-Faktor Yang 
Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di 
Indonesia. Dimana variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari Debt 
to Equity Ratio (DER), Dana Pihak Ketiga (DPK), Financing to Deposit 
Ratio (FDR), Current Ratio (CR), dan Return On Asset (ROA), sedangkan 
variabel dependenya yaitu pembiayaan murabahah. Hasil dalam penelitian ini 
adalah variabel independen DER, DPK, FDR, CR, dan ROA secara simultan 
berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan Murabahah. Secara parsial 
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DPK dan ROA berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah, 
sedangkan DER, FDR, dan CR tidak berpengaruh signifikan terhadap 
pembiayaan murabahah. 
Penelitian Prastanto (2013) tentang Pengaruh Financing to Deposit 
Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), Debt to Equity Ratio (DER), 
Quick Ratio (QR), dan Return On Equity (ROE) Terhadap Pembiayaan 
Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. Dimana hasil dalam 
penelitian ini menunjukan bahwa variabel independen yang terdiri dari FDR, 
NPF, DER, QR, dan ROE secara simultan mempunyai pengaruh signifikan 
terhadap variabel depanden yaitu pembiayaan murabahah. Sedangkan secara 
parsial, hanya NPF yang tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan 
murabahah. 
Dalam penelitian Mustika Rimadhani (2011) dengan judul Analisis 
Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank 
Syariah Mandiri Periode 2008-2011. Dimana variabel dependen dalam 
penelitian ini, yaitu pembiayaan murabahah, sedangkan variabel independen 
dalam penelitian ini terdiri dari Dana Pihak Ketiga (DPK), Margin 
Keuntungan, Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing 
Financing (NPF). Hasil dalam penelitian ini adalah DPK, FDR, Margin 
Keuntungan, dan NPF secara simultan berpengaruh segnifikan terhadap 
pembiayaan murabahah. Sedangkan Secara parsial hanya variabel DPK dan 
NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah. 





Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing 
(NPF), dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) Terhadap Pembiayaan 
Murabahah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012. hasil dalam 
penelitian ini, yaitu secara simultan DPK, CAR, NPF, dan SWBI berpengaruh 
signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Secara parsial DPK dan NPF 
berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah sedangkan CAR 
dan SWBI tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah. 
2.5 Kerangka Pemikiran 
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2.6 Kerangka Konseptual 
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2.7 Hipotesis Penelitian 
1. Pengaruh Return On Capital Employed (ROCE) Terhadap Pembiayaan 
Murabahah 
Return On Capital Employed (ROCE) adalah rasio yang 
menunjukan efesiensi dan profitabilitas dari investasi modal 
perusahaan. Dengan kata lain, ROCE merupakan indikator seberapa 
baiknya perusahaan dalam memanfaatkan modal untuk menghasilkan 
pendapatan (Herlina, 2013). 
ROCE yang semakin meningkat menunjukan efesiensi bank 
dalam memanfaatkan modal untuk memperoleh profit yang maksimal. 
Dari profit yang diperoleh bank tersebut, bank mampu untuk 
mengembangkan kegiatannya dalam penyaluran dana ke pihak yang 
membutuhkan dana dalam hal ini, yaitu pembiayaan murabahah. 
Keuntungan maksimal yang bersumber dari pembiaayaan murabahah 
tersebut, menunjukan bahwa bank telah memanfaatkan modal untuk 
kegiataanya dalam menghasilakan laba dengan baik. (Mailoa, 2011) 
menyatakan bahwa semakin tinggi ROCE, semakin tinggi pula efesiensi 
perusahaan dalam menggunakan modal dan dana perusahaan untuk 
memperoleh keuntungan. Oleh karena itu ROCE yang tinggi 
menandakan keberhasilan pertumbuhan perusahaan. 
Berdasarkan uraian mengenai pengaruh ROCE terhadap 
pembiayaan murabahah maka dapat dirumuskan hipotesis pertama 
dalam penelitian ini sebagai berikut:  
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    Return On Capital Employed (ROCE) Berpengaruh Signifikan 
Terhadap Pembiayaan Murabahah. 
2. Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Pembiayaan 
Murabahah 
Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kinerja bank untuk 
mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang 
aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya 
pembiayaan yang diberikan (Dendawijaya, 2005: 121 dalam 
Kusnianingrum, 2016 : 6). 
Kecukupan modal merupakan faktor yang paling utama dan 
pertama dalam menentukan tujuan usaha. Dalam lembaga perbankan, 
semakin besar modal yang diperoleh bank maka akan semakin besar 
pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk pengembangan 
usaha atau menunjang kegiatan bank salah satunya penyaluran dana ke 
pada masyarakat dalam bentuk pembiayaan khususnya pembiayaan 
murabahah. Semakin banyak modal yang diperoleh bank maka semakin 
leluasa bank untuk meningkatkan persentase penyaluran dana dalam 
bentuk pembiayaan khususnya pembiayaan murabahah. (Wardiantika 
dan Kusumaningtias, 2014) menyatakan bahwa semakin tinggi CAR 
maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan 
untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi 
kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran kredit. Hal ini terbukti 





dimana CAR secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 
pembiayaan murabahah. 
Berdasarkan uraian mengenai pengaruh CAR terhadap 
pembiayaan murabahah maka dapat dirumuskan hipotesis kedua dalam 
penelitian ini sebagai berikut:  
    Capital Adequacy Ratio (CAR) Berpengaruh Signifikan 
Terhadap Pembiayaan Murabahah 
3. Pengaruh Non Performing Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan 
Murabahah 
Non Performing Financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan 
yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank 
syariah (Kusnianingrum, 2016).  
Kegiatan bank dalam menyalurkan dana ke masyarakat khususnya 
pembiayaan murabahah, berpotensi mengalami keuntungan dan 
kerugian. Hal ini tentunya diperlukan kemampuan manajemen 
perusahaan dalam mengendalikan pembiayaan murabahah. 
(Rimadhani, 2011) menyatakan jika manajemen bank mampu 
mengendalikan atau meminimal risiko yang akan terjadi, maka semakin 
kecil pula risiko pembiayaan atau kredit yang ditanggung pihak bank. 
Oleh sebab itu manajemen bank harus mampu mengendalikan risiko 
atas pembiayaan yang disalurkan. Apabila mampu bank berpotensi akan 
mengasilkan keuntungan yang dapat digunakan untuk meningkatkan 
jumlah pembiayaan khususnya pembiayaan murabahah. Begitupun 
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sebaliknya jika bank tidak mampu mengendalikan pembiayaan 
murabahah maka bank berpotensi mengalami kerugian. Kerugian yang 
ditimbulkan ini dapat meningkatkan nilai NPF, sehingga timbul 
keengganan bank untuk melakukan penyaluran dana, yang tentunya 
dapat menurunkan jumlah pembiayaan murabahah yang disalurkan. Hal 
ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardiantika (2014) 
dan Rimadhani (2011) bahwa NPF berpengaruh signifikan terhadap 
pembiayaan murabahah. 
Berdasarkan uraian mengenai pengaruh NPF terhadap 
pembiayaan murabahah maka dapat dirumuskan hipotesis ketiga dalam 
penelitian ini sebagai berikut:  
      Non Performing Financing (NPF) Berpengaruh Signifikan 
Terhadap Pembiayaan Murabahah 
4. Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Pembiayaan 
Murabahah 
Financing to deposit ratio (FDR) merupakan rasio yang 
menggambarkan tingkat kemampuan bank syariah dalam 
mengembalikan dana kepada pihak ketiga melalui keuntungan yang 
diperoleh dari pembiayaan mudharabah (Setiawan, 2012 dalam 
Prastanto, 2013). Atau Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio 
antara jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana yang 





Kegiatan penyaluran dana bagi bank sangat penting karena 
merupakan salah satu kegiatan utama bank untuk menunjang 
kelangsungan kegiatan operasi perbankan. Dana yang disalurkan dalam 
bentuk pembiayaan murabahah tentunya diharapkan mampu untuk 
menghasilkan keuntungan yang maksimal. Keuntungan maksimal yang 
diperoleh tentunya tidak lepas dari kinerja manajemen perusahaan 
dalam mengendalikan dana yang disalurkan oleh bank. Salah satu 
kinerja bank yang baik ditandai dengan membaiknya rasio likuiditas, 
salah satunya yaitu FDR. (Yanis, 2015) menyatakan bahwa semakin 
tinggi Financing to Deposit Ratio (FDR) maka pembiayaan yang 
disalurkan juga semakin meningkat. Demikian sebaliknya, jika terjadi 
penurunan Financing to Deposit Ratio (FDR) maka pembiayaan yang 
disalurkan juga mengalami penurunan. Hal ini sejalan dengan hasil 
penelitian (Kusnianingrum, 2016) dan (Prastanto, 2013) bahwa FDR 
berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah.       
Berdasarkan uraian mengenai pengaruh FDR terhadap 
pembiayaan murabahah maka dapat dirumuskan hipotesis keempat 
dalam penelitian ini sebagai berikut:  
      Financing to Deposit Ratio (FDR) Berpengaruh Signifikan 





5. Pengaruh ROCE, CAR, NPF, dan FDR Terhadap Pembiayaan 
Murabahah 
Return On Capital Employed (ROCE) adalah rasio yang 
menunjukan efesiensi dan profitabilitas dari investasi modal perusahaan 
(Herlina, 2013). (Mailoa, 2011) menyatakan bahwa semakin tinggi 
ROCE, semakin tinggi pula efesiensi perusahaan dalam menggunakan 
modal dan dana perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Oleh 
karena itu ROCE yang tinggi menandakan keberhasilan pertumbuhan 
perusahaan yang ditandai dengan miningkatnya jumlah pembiayaan 
khususnya murabahah. 
Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kinerja bank untuk 
mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang 
aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko (Dendawijaya, 2005: 
121 dalam Kusnianingrum, 2016 : 6). (Wardiantika dan 
Kusumaningtias, 2014) menyatakan bahwa semakin tinggi CAR maka 
semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk 
keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian 
yang diakibatkan oleh penyaluran kredit. Hal ini didukung oleh 
penelitian Kusnianingrum (2016). 
Non Performing Financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan 
yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank 
syariah (Kusnianingrum, 2016). Kesimpulannya bahwa NPF 





menyatakan jika manajemen bank mampu mengendalikan atau 
meminimal risiko yang akan terjadi akibat pembiayaan, maka semakin 
kecil pula risiko pembiayaan atau kredit yang ditanggung pihak bank. 
tapi jika bank tidak mampu mengendalikan atau meminimal risiko 
maka bank berpotensi mengalami kerugian. Kerugian yang ditimbulkan 
ini dapat meningkatkan nilai NPF, sehingga timbul keengganan bank 
untuk melakukan penyaluran dana, yang tentunya dapat menurunkan 
jumlah pembiayaan murabahah yang disalurkan. Hal ini disukung oleh 
penelitian Wardiantika (2014) dan Rimadhani (2011). 
Financing to deposit ratio (FDR) merupakan rasio yang 
menggambarkan tingkat kemampuan bank syariah dalam 
mengembalikan dana kepada pihak ketiga melalui keuntungan yang 
diperoleh dari pembiayaan mudharabah (Setiawan, 2012 dalam 
Prastanto, 2013). (Yanis, 2015) menyatakan bahwa semakin tinggi 
Financing to Deposit Ratio (FDR) maka pembiayaan yang disalurkan 
juga semakin meningkat. Demikian sebaliknya, jika terjadi penurunan 
Financing to Deposit Ratio (FDR) maka pembiayaan yang disalurkan 
juga mengalami penurunan. Hal ini didukung oleh penelitian 
(Kusnianingrum, 2016) dan (Prastanto, 2013)  
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis 
kelima dalam penelitian ini sebagai berikut:  
     ROCE, CAR, NPF, dan FDR Berpengaruh Signifikan 
Terhadap Pembiayaan Murabahah 
